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PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15/M-DAG/PER/1/2015
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 38 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan
Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama
Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian
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Mengingat

Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 37 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji
Mutu Barang dan Angka Kreditnya;

1.

Undang-Undang Nomor &8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5949);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5467);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5258);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 24);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
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Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 273);

14. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang
Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu
Barang dan Angka kreditnya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1800);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN
2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU
BARANG DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 2

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini diatur
lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 3

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Keputusan
Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 434 /MPP/KEP/6/2003 dan Nomor 22 Tahun
2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Mutu
Barang dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 4
Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015

KEPALA MENTERI PERDAGANGAN,
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO RAHCMAT GOBEL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15/M-DAG/PER/1/2015
NOMOR 14 TAHUN 2015

KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG
DAN ANGKA KREDITNYA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1.

Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 telah
ditetapkan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka
Kreditnya.

. Bahwa untuk menjamin keseragaman dan memperlancar pelaksanaan

Peraturan Menteri tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan
Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan
Angka Kreditnya.

B. TUJUAN

Ketentuan pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada

pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang

berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2014.

C. PENGERTIAN

1.

Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang
untuk melakukan pengujian mutu barang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
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2. Penguji Mutu Barang adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk
melakukan pengujian mutu barang.

3. Pengujian Mutu Barang adalah kegiatan meliputi penjaminan mutu
barang, pengembangan pengujian/kalibrasi, dan pengelolaan
organisasi penjaminan mutu barang.

4. Penjaminan Mutu Barang adalah kegiatan yang berhubungan dengan
pengambilan contoh, pengujian contoh, kalibrasi dan penanganan
pengujian/kalibrasi.

5. Pengembangan Pengujian/Kalibrasi adalah kegiatan yang mencakup
pembaruan validasi metoda uji dan kalibrasi, pengembangan metoda,
dan pembuatan standar acuan.

6. Pengelolaan Organisasi Penjaminan Mutu Barang adalah kegiatan
Penguji Mutu Barang yang berhubungan dengan penilaian
kemampuan teknis dan manajemen mutu, pelaksanaan internal audit
sistem mutu, pembuatan dokumen sistem mutu organisasi
penjaminan mutu barang, pengkajian dokumen dan manajemen
organisasi penjaminan mutu barang, pelaksanaan konsultasi teknis,
pembuatan laporan kegiatan organisasi penjaminan mutu barang per
tiga bulan, pengeloclaan sarana dan prasarana laboratorium
pengujian/kalibrasi, penyelenggaraan uji kemahiran, dan
pengendalian mutu hasil uji/kalibrasi.

7. Tim Penilai angka kredit Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang
yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan
bertugas menilai prestasi kerja Penguji Mutu Barang.

8. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penguji
Mutu Barang dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

9. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil
penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh
perorangan atau kelompok di bidang pengujian mutu barang.

10. Tanda Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang
diberikan oleh pemerintah berupa Satyalancana Karya Satya sesuai
peraturan perundang-undangan.

11. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Penguji Mutu Barang.

II. TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

A. TUGAS POKOK
Tugas pokok Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang yvakni melakukan

pengujian mutu barang meliputi penjaminan mutu  barang,
pengembangan  pengujian/kalibrasi, dan  pengelolaan  organisasi

penjaminan mutu barang.
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B. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG
1. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang terdiri atas:
a. Penguji Mutu Barang Keterampilan; dan
b. Penguji Mutu Barang Keahlian.

2. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang Penguji Mutu Barang

Keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, yaitu:

a. Penguji Mutu Barang Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan

ruang II/a.
b. Penguji Mutu Barang Terampil, pangkat:
1) Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang I1/b;
2) Pengatur, golongan ruang II/c; dan
3) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
c. Penguji Mutu Barang Mahir, pangkat:
1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2) Penata Muda Tingkat I, gelongan ruang IT1/b.
d. Penguji Mutu Barang Penyelia, pangkat:
1) Penata, golongan ruang Il /c; dan
2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

3. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang Penguji Mutu Barang

Keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, yaitu:
a. Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, pangkat:

1) Penata Muda, golongan ruang Ill/a; dan

2) Penata Muda Tingkat I, gelongan ruang I11/b.
b. Penguji Mutu Barang Ahli Muda, pangkat:

1) Penata, golongan ruang Ill/c; dan

2) Penata Tingkat I, golongan ruang IIl1/d.
c. Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat:

1) Pembina, golongan ruang IV/a,;

2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

4. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing
jenjang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sebagaimana
dimaksud pada angka 2 dan angka 3, berdasarkan jumlah angka

kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.
Contoh 1:
Sdri. Nunung, S.Si, NIP. 19880510 201303 2 001, pangkat Penata

Muda, gelongan ruang IlI/a akan diangkat dalam Jabatan Fungsional

Penguji Mutu Barang kategori Keahlian.
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Berdasarkan hasil penilaian dari :
a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 angka kredit.
b. Diklat Prajabatan tingkat Il sebesar 2 angka kredit.
Pelaksanaan tugas pengujian mutu barang sebesar 6 angka kredit.

d. Diklat jabatan fungsional penguji mutu barang sebesar 3 angka
kredit.

Jumlah angka kredit yang ditetapkan sebesar 111.

Dalam hal demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan sdri.
Nunung, S.5i sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki
yakni Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda,

golongan ruang 111/ a.
Contoh 2:

Sdri. Nuning, NIP. 19820510 201303 2 001, pangkat Pengatur Muda,

golongan ruang Il/a akan diangkat dalam Jabatan Fungsicnal Penguji

Mutu Barang kategori Keterampilan.

Berdasarkan hasil penilaian dari:

a. Pendidikan sekelah SMK sebesar 25 angka kredit.

b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat I sebesar 1,5 angka
kredit.

c. Pendidikan dan pelatihan jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang
sebesar 3 angka kredit.

d. Pelaksanaan tugas pengujian mutu barang sebesar 3 angka kredit.

Jumlah angka kredit yang ditetapkan sebesar 32,5.

Dalam hal demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri. Nuning

sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yakni Penguji

Mutu Barang Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a.

Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan

Fungsional Penguji Mutu Barang berdasarkan jumlah angka kredit

vang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat,

golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan

pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan

angka 3.

Contoh 1:

Sdr. Wibowo, ST, M.Si, NIP.19710705 199503 1 001, Pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Balai Pengujian. Yang

bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu
Barang kategori Keahlian.

Berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai, sdr. Wibowo, ST, M.Si
memperoleh angka kredit sebesar 375, dengan perincian sebagai
berikut:

a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 angka kredit.
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b. Diklat fungsional Penguji Mutu Barang keahlian dan teknis
sebesar 20 angka kredit.

c. Pelaksanaan tugas pengujian mutu barang sebesar 150 angka
kredit.

d. Pengembangan profesi sebesar 25 angka kredit.

e. Penunjang tugas Penguji Mutu Barang sebesar 30 angka kredit.

Mengingat angka kredit yang dimiliki sdr. Wibowo, ST, M.Si sebesar

375, sehingga penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak

sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Penguji

Mutu Barang Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

Contoh 2:

Sdr. Syarifudin, A.Md, NIP.1980107035 200403 1 001, Pangkat Penata

Muda, golongan ruang Ill/a, akan diangkat dalam Jabatan Fungsional

Penguji Mutu Barang kategori Keteram pilan.

Berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai, sdr. Syarifudin, A.Md,

memperoleh angka kredit sebesar 74,5 dengan perincian sebagai

berikut:

a. Pendidikan sekolah Diploma III Teknis sebesar 60 angka kredit.

b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat IT sebesar 1,5 angka
kredit.

c. Diklat fungsional Penguji Mutu Barang Keterampilan sebesar 3
angka kredit.

d. Pelaksanaan tugas pengujian mutu barang sebesar 5 angka kredit.

e. Penunjang tugas Penguji Mutu Barang sebesar 5 angka kredit.

Mengingat angka kredit yang dimiliki sdr. Syarifudin, A.Md, sebesar

74,5 sehingga penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan adalah

Penguji Mutu Barang Terampil, Pangkat Penata Muda, golongan

ruang IT1/a.

III. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PENGUJI MUTU BARANG YANG
MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penguji Mutu Barang untuk

melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, maka Penguji

Mutu Barang lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di

bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut

berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang

bersangkutan.

2. Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada

angka 1, ditetapkan sebagai berikut:

a. Penguji Mutu Barang yang melaksanakan tugas Penguji Mutu Barang

satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh
ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit

setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I atau
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Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 20 14.

Contoh:

Sdri. Neneng, S.8i, NIP. 19750220 200003 2 001, jabatan Penguji
Mutu Barang Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang
Il/d pada unit Balai Pengujian Mutu Barang. Yang bersangkutan
ditugaskan untuk mengevaluasi dan mensahkan laporan hasil
pengujian/kalibrasi dengan angka kredit 0,014 Kegiatan dimaksud

merupakan tugas jabatan Penguji Mutu Barang Ahli Madya.

Dalam hal ini angka kredit yang dipercleh sebesar 80% X 0,014 =
0,012

b. Penguji Mutu Barang yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah
jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar
100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ atau Lampiran II Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014.

Contoh:

Sdri. Neneng, S.5i, NIP 19750325 200403 2 001 pada unit jabatan
Penguji Mutu Barang Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d pada unit Balai Pengujian Mutu Barang. Yang
bersangkutan ditugaskan untuk melakukan pengujian contoh dengan
klasifikasi tingkat kesulitan IV dengan angka kredit 0.047. Kegiatan
dimaksud merupakan tugas jabatan Penguji Mutu Barang Ahli

Pertama.

Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar 100% X 0.047 =
0.047.

IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA,
DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang
ditetapkan cleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
B. PENGANGKATAN PERTAMA
1. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu

Barang merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi
dari Calon PNS.

2. Persyaratan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penguji

Mutu Barang Keterampilan harus memenuhi syarat:
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a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di
bidang Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Elektronika, atau
Kimia;

b. menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang
II/a;

c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional
Jabatan Fungsicnal Penguji Mutu Barang Keterampilan; dan

d. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir.

Persyaratan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penguji

Mutu Barang Keahlian harus memenuhi syarat:

a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma 1V (DIV) di bidang
Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Elektronika, Teknik Kimia,
Teknik Fisika, atau Kimia;

b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang
11/ a;

c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional
Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Keahlian; dan

d. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir.

Calon PNS dengan formasi jabatan fungsional Penguji Mutu Barang

setelah diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus

mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional

Penguji Mutu Barang.
Contoh:

Sdri. Rahma, NIP. 19880209 200903 2 007 terhitung mulai tanggal 1
Maret 2009 diangkat menjadi Calen PNS, golongan ruang II/a,
selanjutnya yang bersangkutan diangkat menjadi PNS pangkat
Pengatur Muda, golongan ruang II/a terhitung mulai tanggal 1 April
2010. Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Maret 2012 yang
bersangkutan sudah harus mengikuti dan lulus diklat Jabatan
Fungsional Penguji Mutu Barang kategori Keterampilan.

PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling lama
1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang harus diangkat dalam
Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang.

Contoh:

Sdri. Rahma, NIP. 19880209 200903 2 007, pangkat Pengatur Muda,
golongan ruang II/a telah mengikuti dan lulus pendidikan dan
pelatihan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang tanggal 31 Maret
2012.
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Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Maret 2013 yang
bersangkutan sudah harus diangkat dalam Jabatan Fungsional
Penguji Mutu Barang.

6. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penguji
Mutu Barang dibuat menurut contch formulir sebagaimana tersebut
dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bersama ini.

C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional
Penguji Mutu Barang dapat dipertimbangkan, apabila:
a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2
atau angka 3;
b. memiliki pengalaman di bidang pengujian mutu barang paling
kurang 2 (dua) tahun; dan
c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
2. Pengalaman di bidang pengujian mutu barang sebagaimana dimaksud
pada angka 1 huruf b, dapat secara kumulatif.
Contoh:

Sdr. Sumarne, ST, NIP. 19680905 199103 1 001, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang IlI/d, bekerja pada Balai Pengujian Mutu
Barang. Yang bersangkutan melakukan kegiatan pengujian mutu

barang selama 1 (satu) tahun.

Yang bersangkutan dimutasi menjadi Pengawas pada unit Tata
Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pada waktu menduduki
jabatan Pengawas pada unit ini yang bersangkutan tidak melakukan
kegiatan pengujian mutu barang.

Kemudian yang bersangkutan dimutasi kembali ke Balai Pengujian
Mutu Barang dan yang bersangkutan melakukan kegiatan pengujian

mutu barang selama 1 (satu) tahun.

Dalam hal demikian maka sdr. Sumarno, ST memiliki pengalaman di

bidang pengujian mutu barang selama 2 (dua) tahun.

3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf ¢, merupakan batas
usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam
Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, oleh karena itu pengajuan
usulan sudah diterima oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-
undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum wusia yang

dipersyaratkan.
Contoh:
Sdr. Rahmat, A.Md, NIP. 19650405 199103 1 001, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang Ill/d, menduduki Jabatan Fungsional
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Peneliti dan Rekayasa di Balai Riset dan Standardisasi dan memiliki
pengalaman di bidang pengujian mutu barang.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan
Fungsional Penguji Mutu Barang, maka pengajuan usulan sudah
diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling
lambat akhir bulan Oktober 2014 dan penetapan keputusan
pengangkatannya paling lambat akhir bulan Maret 2015, mengingat
yang bersangkutan lahir bulan April 1965.

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka
1, sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatannya
ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan
dari unsur utama dan dapat ditambah dari unsur penunjang.

Angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan
pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada
kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur
penunjang.

Contoh:

Sdr. Kosner, 8.8i, M.Si, NIP.19710705 199503 1 001, Pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Balai Pengujian akan
diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang.

Selama menduduki jabatan Kepala Balai Pengujian yang bersangkutan

melakukan kegiatan antara lain:
a. Unsur utama
1) Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 angka kredit.
2) Diklat fungsional Penguji Mutu Barang keahlian dan teknis
sebesar 20 angka kredit.
3) Pelaksanaan tugas pengujian mutu barang sebesar 145 angka
kredit.
4) Pengembangan profesi sebesar 20 angka kredit.
b. Unsur penunjang
1) Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang
pengujian barang sebagai pembahas/moderator sebesar 2
angka kredit.
2) Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai
peserta sebesar 1 angka kredit.
Dalam hal demikian, angka kredit ditetapkan dari unsur utama dan

unsur penunjang yakni sebesar 338 angka kredit dan tidak
didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.
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7. Keputusan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan
Fungsional Penguji Mutu Barang dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

V. PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG
KETERAMPILAN KE JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG
KEAHLIAN

1. Penguji Mutu Barang Keterampilan, pangkat Pengatur Muda, golongan
ruang Il/a sampai dengan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang
II/d, yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dan akan
diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Keahlian,
harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata

Muda, golongan ruang Il1/a.

2. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilampiri
dengan:

a. Penetapan Angka Kredit (PAK) vyang didalamnya sudah
memperhitungkan nilai ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) sesuai
kualifikasi yang ditentukan;

b. Fotocopy sah ljazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV);

Fotocopy sah keputusan dalam pangkat terakhir; dan

Q

d. Fotocopy sah nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.

3. Penguji Mutu Barang Keterampilan yang memperoleh ijazah Sarjana
(S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu
Barang Keahlian, apabila memenuhi persyaratan:

a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk
Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;

b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional
Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Keahlian; dan

c. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.

4. Penguji Mutu Barang Keterampilan yang akan diangkat ke dalam Jabatan
Fungsional Penguji Mutu Barang Keahlian diberikan angka kredit dari
ijjazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), dan angka kredit sebesar 65%
(enam puluh lima persen) yang berasal dari pendidikan dan pelatihan,
kegiatan pengujian mutu barang dan pengembangan profesi dengan tidak
memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Abimanyu, A.Md NIP. 19860302 200703 1 001, Jabatan Penguji
Mutu Barang Terampil, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d,
yang bersangkutan memperoleh ijazah S1 Teknik dan telah dinaikkan
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pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan rtuang IlI/a dengan
menggunakan angka kredit dari ijazah S1.

Sdr. Abimanyu akan diangkat menjadi Penguji Mutu Barang Ahli Pertama.

Selama menjadi Penguji Mutu Barang Terampil yang bersangkutan
memiliki 25 angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

a. Diklat fungsional/teknis di bidang pengujian

mutu barang =4
b. Pengujian mutu barang =19
c. Pengembangan Profesi =1
d. Penunjang Tugas =1

Dalam hal demikian, maka pengangkatan sdr. Abimanyu, A.Md dalam
Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang kategori Keahlian didasarkan
pada angka kredit yang diperoleh dari ijazah Sarjana (S1) ditambah angka
kredit sebesar 15,6 yang diperoleh dari:

a. Diklat fungsional/teknis di bidang pengujian

mutu barang 65%x 4 =2,6
b. Pengujian mutu barang 65% x 19 = 12,35
¢. Pengembangan Profesi 65%x1 = 0,65

5. Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4, ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

6. Keputusan pengangkatan dari Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang
Keterampilan ke Penguji Mutu Barang kategori Keahlian dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

VI. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT.

A. PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Pengusulan penetapan angka kredit disampaikan oleh pimpinan unit
kerja paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di
bidang kepegawaian dengan melampirkan daftar usulan penectapan
angka kredit dan bukti fisik setelah diketahui atasan langsung Penguji
Mutu Barang vang bersangkutan kepada pejabat yang mengusulkan
penetapan angka kredit dibuat menurut contoch formulir sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran S yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

2. Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikan
bahan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit dibuat menurut contoh fermulir sebagaimana
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tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

. Usul penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2

dituangkan dalam daftar usul penetapan angka kredit untuk:

a. Penguji Mutu Barang Keterampilan dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 7 sampai dengan
Anak Lampiran 10; atau

b. Penguji Mutu Barang Keahlian dibuat menurut contch formulir
sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 11 sampai dengan
Anak Lampiran 13;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

. Setiap usul penetapan angka kredit Penguji Mutu Barang harus

melampirkan:

a. Surat pernyataan mengikuti pendidikan dan  pelatihan
fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Anak
Lampiran 14;

b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengujian mutu barang
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam
Anak Lampiran 15;

c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat
menurut contch formulir sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran 16; dan

d. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 17.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus disertai

dengan bukti fisik.

. Usul penetapan angka kredit prestasi kerja yang telah dilakukan

Penguji Mutu Barang sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi Republik

Indonesia Nomor 37 Tahun 2014, menggunakan contoch formulir

Lampiran Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan

dan Kepala Badan Kepegawaian Negara 434/MPP/KEP/6/2003 dan

Nomor 22 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan

Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya.

. Usul penetapan angka kredit prestasi kerja yang telah dilakukan

Penguji Mutu Barang pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi Republik

Indonesia Nomor 37 Tahun 2014, menggunakan contoh formulir:

a. Anak Lampiran 7 sampai dengan Anak Lampiran 10; atau.

b. Anak Lampiran 11 sampai dengan Anak Lampiran 13;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
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B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1.

Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Penguji Mutu
Barang dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
Contoh:
Prestasi kerja Penguji Mutu Barang mulai 1 Januari 2014 sampai
dengan 31 Desember 2014 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat
bulan Januari 2015.
Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat
Penguji Mutu Barang dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode
kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan
paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan
paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
Penetapan angka kredit Penguji Mutu Barang ditetapkan oleh pejabat
vang berwenang menectapkan angka kredit, dibuat menurut contch
formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 18 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
Asli penctapan angka kredit disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
a. Penguji Mutu Barang yang bersangkutan;
b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
Direktur Pengembangan Mutu Barang; dan

d. Pejabat lain yang dianggap perlu.

VII. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT,
TIM PENILAI, TUGAS TIM PENILAI, DAN TIM TEKNIS.

A. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1.

Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit, harus membuat spesimen tanda
tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian

Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda
tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
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B. TIM PENILAI

1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalam menjalankan
kewenangannya dibantu oleh:

a. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya vang membidangi
pengujian mutu barang Kementerian Perdagangan, yang
selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;

b. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi pengujian mutu barang Kementerian Perdagangan,
yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;

c. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi pengujian mutu barang Instansi Pusat selain
Kementerian Perdagangan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai
Instansi;

d. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi pengujian mutu
barang Instansi Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim
Penilai Provinsi; dan

e. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi
pengujian mutu barang Instansi Daerah Kabupaten/Kota, vang
selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

2. Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengujian mutu

barang, unsur kepegawaian, dan Penguji Mutu Barang.
3. Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:

a. Seorang Ketua merangkap anggota;

b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota,

c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.

4. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf ¢ berasal dari
unsur kepegawaian.

5. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d apabila lebih
dari 4 (empat), harus berjumlah genap.

6. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d, paling kurang
2 (dua) orang dari Penguji Mutu Barang.

7. Dalam hal komposisi jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada
angka 6 tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari
pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja
Penguji Mutu Barang.

8. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:

a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan

jabatan/pangkat Penguji Mutu Barang yang dinilai;
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10.

11.

12.

13.
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b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja

Penguji Mutu Barang; dan
c. Dapat aktif melakukan penilaian.

Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk masa jabatan berikutnya.

Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara
berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat diangkat

kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam)
bulan atau lebih, maka ketua mengusulkan penggantian anggota
secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang

berwenang menetapkan Tim Penilai.

Dalam hal terdapat anggota yang ikut dinilai, ketua dapat mengangkat
anggota pengganti.

Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai tidak dapat dipenuhi,
maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang
mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Penguji Mutu

Barang.

C. TUGAS TIM PENILAI

1.

2.

Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:

a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
pengujian mutu barang Kementerian Perdagangan dalam
menetapkan angka kredit bagi Penguji Mutu Barang Ahli Madya,
pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat
Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan
Kementerian Perdagangan, Instansi Pusat selain Kementerian

Perdagangan, Intansi Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengujian mutu barang
Kementerian Perdagangan yvang berhubungan dengan penetapan
angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Tugas Tim Unit Kerja, yaitu:

a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
pengujian mutu barang Kementerian Perdagangan dalam
menetapkan angka kredit bagi Penguji Mutu Barang Pemula,
pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan
Penguji Mutu Barang Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang lI/d, dan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama pangkat
Penata Muda, golongan ruang IlI/a sampai dengan Penguji Mutu
Barang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di

lingkungan Kementerian Perdagangan; dan





